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ABSTRACT  

 

 

THE AFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE TO INDONESIA  

LOCAL GOVERNMENT HHUMAN DEVELOPMENT INDEX 

 

By: 

 

Ana Mei Rafika 

 

 

This research aims to analyze the affect of government expenditure to Indonesia local 

government human development index with PDRB as control variable. The research 

employes qualitative method by secunder data using 212 local governments as 

sample or 2011-2013. Analysis of data used in this research is to test the classical 

assumption and hypothesis testing with multiple linear regression method. 

 

The result shos that realization of local government expenditure in education, health 

and economic funcation have positive affects singnificantly on human development 

index. 

 

Keywords : Government expenditure, human delelompment index. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK  

 

 

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS  

PEMBANGUNAN MANUSIA SE-INDOESIA 

 

Oleh: 

 

Ana Mei Rafika 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah 

terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Indonesia PDRB dengan 

atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol.  Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder.  Sampel 

penelitian adalah 212 Kabupaten/Kota untuk tahun 2011-2013.  Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis dengan metode regresi linear berganda. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi 

pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja 

daerah menurut fungsi ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh positif 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

 

Kata kunci: Belanja daerah, indeks pembangunan manusia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Strategi pembangunan suatu negara Indonesia harus mampu meningkatkan 

sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan 

nasional secara  menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan 

kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan 

pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

 

Kedua Undang-Undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. 

Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 

menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas 

pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih meratakan 

pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan 

wilayah guna meningkatkan kesejahteran masyarakat. Masyarakat diharapkan 

juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek 

pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah 

dan juga kemajuan nasional.  



2 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan 

penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas belanja modal.  

Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam 

bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakatnya. Sumber-sumber keuangan utama daerah yang 

digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil 

pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

 

Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir 

seluruh masyarakat, namun hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu 

menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi 

ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara 

pusat dan daerah khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan diantara 

di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi 

di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapital) 

penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap Indek Pembangunan 

Manusia ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: 

Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) serta Priambodo, Anugrah (2015). 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas.  Peneliti menambahkan variabel 

belanja daerah dari penelitian Priambodo, Anugrah (2015) dikarenakan penelitian 
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sebelumnya belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah belanja daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan 

pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia. 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Indonesia terus mengalami peningakat. 

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB 

Urusan Program Pembangunan  (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia 

sebagai negara yang berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 

negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun1980 hingga 

2014, berarti IPM Indonesia hingga 2014 mengalami kenaikan 44,3 persen. 

Mengukur IPM Indonesia tahun 2014, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9 

harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh 

orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per 

capital 9,788. 

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia 

sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan 

diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan 

angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan 

pembangunan manusia (Sahrah, 2014). 

Mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik terjadi kondisi 

yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut tampak dari masih relatif tingginya 
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alokasi anggaran belanja rutin dibanding anggaran belanja pembangunan, baik 

dalam skala nasional maupun regional. Khusus mengenai alokasi pengeluaran 

pendidikan, rencana alokasi 20% untuk anggaran pendidikan masih jauh dari 

realita (Suparto,2015). 

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian data  penulis dirasa perlu untuk dilakukan 

pengujian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Badrudin dan 

Khasanah (2011) yang menguji tentang Provinsi Daerah Istimea Yogyakarta. 

Adapun perbedaan peneliti : 1) Tidak mengujin pengaruh pendapatan daerah dan 

belanja infrastuktur terhadap indek pembangunan manusia 2) Tidak menguji 

pengaruh belanja menggunakan time lang. 3) Menggunakan data realisasi belanja 

daerah menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi, 4) 

Menggunakan sampel Kabupaten/kota Se- Indonesia.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia? 

2) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia? 

3) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi  Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia? 
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1.3 Tujuan Peneliti 

 

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia menurut fungsi kesehatan. 

2. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia menurut fungsi pendidikan. 

3. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia menurut fungsi ekonomi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

1) Manfaat Akademis  

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat 

menambah wawasan kepada akademis mengenai pengaruh belanja daerah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia. 

 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam memahami bagaimana pengaruh 

belanja daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh  belanja 

daerah menurut fungsi pendidikan kesehatan dan ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia IPM  Kabupaten/Kota Se-Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Keagenan  

 

Keterkaitan teori keagenan (agency theory) dalam penelitian ini dapat dilihat 

melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam 

penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang 

diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah 

pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola 

rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari 

pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana 

perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam 

mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan 

publik yang lebih baik kepada masyarakat.  

 

Disamping itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah 

dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya 

kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam 

hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam 
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bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu 

sendiri. 

2.2    Belanja Daerah 

 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat   kepada   

daerah   otonomi   dalam   kerangka   kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, 

Pemerintah daerah memiliki wewenang mengeluarkan belanja daerah. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka mendanai pelaksanaan fungsi maupun urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, 

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah. Struktur APBD sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 

membagi klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, fungsi, 

organisasi, program dan kegiatan, serta kelompok belanja. Klasifikasi belanja 

menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan 

pilihan. 

 

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi 

pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: (a) 
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pelayanan umum, (b) ketertiban dan keamanan, (c) ekonomi, (d) lingkungan 

hidup, (e) perumahan dan fasilitas umum, (f) kesehatan, (g) pariwisata dan 

budaya, (h) agama, (i) pendidikan, serta (j) perlindungan sosial.  Klasifikasi 

belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja 

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program 

sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan program yang 

terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) bunga, (3) subsidi, (4) hibah, (5) bantuan 

sosial, (6) belanja bagi hasil, (7) bantuan keuangan, dan (8) belanja tidak terduga. 

 

Jenis – jenis belanja Daerah 

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok 

yaitu: 

 

a.  Belanja Administrasi Umum 

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah 

yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja 

administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu: 

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas 

atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. 

2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan 

pelayanan publik. 
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3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya 

perjalanan pegawai dan dewan yang  tidak berhubungan secara langsung 

dengan pelayanan publik. 

4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung 

dengan pelayanan publik. 

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik 

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang 

berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini 

meliputi: 

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau 

dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. 

2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan 

publik. 

3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan 

publik. 

4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk 

pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan 

pelayanan publik. 
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c. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang menfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah 

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: 

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu 

pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, 

dan pembelian mobil ambulans. 

2. Belanja aparatur yaitu belanja yang menfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh 

aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, 

pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. 

d. Belanja Transfer 

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada 

pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan 

maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.  Kelompok belanja ini 

terdiri atas pembayaran: 

 

1. Angsuran Pinjaman 

2. Dana Bantuan 

3. Dana Cadangan 
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e. Belanja Tak Tersangka 

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian 

luar biasa. 

 

2.3 Balanaja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan 

 

Berdasarkan pasal 49 bahwa alokasi anggaran adalah alokasi pada sektor 

pendidikan. Dalam istilah penganggaran, sektor sepadan dengan fungsi, hal ini 

diatur dalam Peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang 

Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran 

belanja menurut fungsi dan sub fungsi. Fungsi itu sendiri memiliki pengertian 

perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan  

melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui 

transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran 

pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan 

kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung 

jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan 

alokasi  anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara. 

 

2.4 Balanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan 

 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 

perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak 

sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. 
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Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh 

pemerintah melalui pengeluaran pemeritah. Pengeluaran pemerintah merupakan 

kebijakan yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada 

masyarakat.  Pembangunan kesehatan di Indonesia juga dilaksanakan dengan 

memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan 

ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas 

sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat, swasta maupun 

pemerintah. Pembangunan kesehatan pada tahun2014 merupakan pembangunan 

kesehatan berkelanjutan dengan hasil yang sudah mulai menunjukkan 

kecenderungan membaik dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. 

 

2.5 Balanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi 

 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam 

struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai 

keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 

VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 

2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja 

diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung  dan 

belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang 
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dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan  

kegiatan. 

 

2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto 

(PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB 

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang 

disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. berdasarkan data beberapa tahun 

teakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang 

dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data 

sekunder). 

 

2.7 Indek Pembangunan Manusia 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan 

standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara 

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, 

yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang
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pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek 

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan 

pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai 

indeks ini berkisar antara 0-100.  

 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana yang dikeluarkan oleh 

UNDP yakni merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak 

tahun 2015 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu 

negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, 

namun mampu mengukur dimensi pokok pambangunan manusia yang dinilai 

mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM 

dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu 

angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan 

rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang 

pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/07/pengertian-indeks-pembangunan-manusia.html
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2.8 Peneliti Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja daerah terhadap indeks 

pembangunan manusia disajikan pada table dibawah ini: 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Peneliti 

1 Putra dan 

Ulupui 

(2015) 

Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus 

untuk Meningkatkan 

Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Dependen Y 

Pertumbuhan 

ekonomi 

 

Independen X 

Belanja 

modal  

PAD 

DAU 

Pada penelitian ini 

variabel independennya 

adalah Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana 

Alokasi Khusus. Hasil 

dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi 

Khusus mampu 

meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan Dana 

Alokasi Umum tidak 

mampu menigkatkan 

IPM. 

 

2 Tri 

Maryani 

(2015) 

Analisis indek 

pembangunan manusian 

di Provinsi Jawa Tengah 

Dependen Y 

Pertumbuhan 

ekonomi 

 

Independen X 

DAU 

PAD 

DAK 

Belanja Modal 

IPM 

Belanja dibidang 

pendidikan pemerintah 

bidang kesehatan dan 

jumlah penduduk miskin 

berpengaruh positif 

terhadap pada IPM. 

 

3 Desy 

Suryani 

(2015) 

Pengaruh belanja daerah 

berdasarkan klasifikasi 

ekonomi terhadap 

kemiskinan dan indeks 

pembangunan manusia 

Kabupaten/Kota 

Tanggarang 

Dependen Y 

Belanja 

Pegawai  

Belanja Barang 

dan Jasa  

Belanja Modal  

 

Independen X 

Angka 

Kemiskinan 

IPM 

Sebuah belanja daerah 

berdasarkan klasifikasi 

ekonomi memberikan 

pengaruh terhadap 

kemiskinan sedangkan 

pegawai berpengaruh 

negative atau pun positi 

dalam pemerintahan. 

4 Syivai 

Aviyanti 

Analisis pengaruh 

belanja pemerintah 

Dependen Y 

Pendapatan 

Belanja daerah dan 

kesehatan selama 
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dan 

Susilo 

(2016) 

terhadap indeks 

pembangunan manusia di 

jawa timur 

Perkapita 

 

Independen X 

IPM 

peroide 2010-2012 telah 

menunjukkan pengaruh 

postif dan signifikasi 

terhadap IPM sedangkan 

belanja pemerintah 

bidang insfrasuktur 

menunjukan pengaruh 

positif. 

 

 

2.9. Pengembangan Hipotesis 

 

Musgrave (2013) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi 

swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar maka presentasi pemerintah 

terhadap PDB semakin kecil. Aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi 

beralih dari penyediaan prasarana ke belanja-belanja untuk aktivitas sosial seperti 

program kesejahteraan hari tua, pogram pendidikan, program pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Sabagai provinsi yang sedang akan berkembang pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menegah, dimana pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-Indonesia harus menyediakan lebih banyak sarana publik 

seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Pendidikan dan 

kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan 

mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan 

teknologi hingga kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dapat 

meningkat.  Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun 

inovasi teknologi menjadi lebih berkembang.  Hal ini karena pendidikan pada 

dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyedikan akumulasi modal manusia dan 

pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakn input dalam fungsi 

produksi agregat. 



17 

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan 

kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia 

handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang lebih baik dan menjadi semakin 

bertambah. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi 

ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan 

kerja serta berkurangnnya kemiskinan. 

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang 

didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga 

berbagai belanja daerah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan 

dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat supaya memenuhi kewajiban daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis 

standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal 

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik 

kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang  pendidikan dan 

kesehatan yang ada.  Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total 

penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya juga bantuan 

dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk 
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masyarakat. Pengalokasian dan belanja pemerintah untuk kesejahteraan, 

diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

 

2.9.1 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

Maurize dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja daerah 

menurut bidang pendidikan berpengaruh positif dan singnifikasi terhafdap IPM. 

Pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur berdasarkan rata-

rata lama sekolah (BPS, 2015). Pendidikan merupakan modal manusia untuk 

mendapat penghidupan yang layak dan memiliki SDM yang bisa mengikuti 

perkembangan dunia.  

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat 

membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran 

pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari 

investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran 

pembangunan pada sektor pembangunan dapat berpengaruh positif dan 

singnifikasi terhadap IPM. Serta dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur 

pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh 

penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari 

APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan 

(Wahid, 2012). 

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid 
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yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk 

mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan 

akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa serta berpengaruh 

positif dan singnifikasi terhafdap IPM. Suatu bangsa harus meningkatkan 

investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, 

dalam Winarti, 2014:41). 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1 :  Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Berpengaruh Positif  

Terhadap Indek Pembangunan Manusia. 

 

 

2.9.2  Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang 

kesehatan Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan 

signifikan. Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa 

belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM. Aviyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah 

bidang kesehatan selama periode 2007-2012 juga menujukkan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap IPM. 
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Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi 

salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013). 

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi 

kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi 

kualitas manusia dan dapat berpengaruh positif dan singnifikasi terhadap IPM. 

Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk 

akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang 

terbelakang. 

Todaro & Smith, 2012, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran 

kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan 

merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat berpengaruh 

positif dan singnifikasi terhadap IPM. 

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia 

yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan 

minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan 

pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen 

dari APBD di luar gaji maka berpengaruh positif dan singnifikasi terhadap IPM 

yang ada saat ini. (Rumate 2015). 



21 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H2 :  Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan Berpengaruh Positif 

Terhadap Indek Pembangunan Manusia. 

 

2.9.3 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

Menurut Musgrave (2012) mengmukan bahwa kebijakan anggaran dapat 

mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu perpindahan sumber 

daya, distribusi pendapatan, dan pemisahan terhadap output. Dengan kata lain 

kebijakan anggaran pemerintah dapat memengaruhi alokasi input dalam suatu 

ekonomi. 

Penurunan nilai tukar, kenaikan bbm (pencabutan subsidi, inflasi, BI rate naik, 

pertumbuhan kredit menurun mempengaruhi aliran modal internasional masuk ke 

dalam negeri. Berpengaruh posti terhadap pendapatan atau perekonomian negara 

dari pajak meningkat karena pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem 

dan administrasi perpajakan (SIDIP) serta peningkatan perluasan basis pajak, 

belanja negara meningkat terutama belanja barang dan belanja modal serta 

kenaikan belanja lainnya. Apriyani (2015) 

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih, artinya semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah 

pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor/satuan 

kerja/ kementrian negara/ lembaga (Huda, 2012: 84). Sementara itu, sumber-
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sumber penerimaan harta publik (baitulmal) dalam negara Islam di zaman Nabi 

Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup zakat, ‘usyr, khums, fai’, 

jizyah dan kharaj. Semua sumber pemasukan negara tersebut diadakan dan 

digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting untuk 

menangani berbagai pengeluaran, disamping juga untuk mendistribusikan 

kekayaan di antara golongan masyarakat miskin dan kaya (Chaudry, 2012: 253-

254). Pengeluaran pemerintah itu. semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah 

semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 

2000: 22). 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H3 :  Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi Berpengaruh Positif  

Terhadap Indek Pembangunan Manusia. 
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2.10 Kerangka Penelitian 

Model yang dapat dikembangkan berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 
Realisasi Belanja Daerah 

Menurut Fungsi Pendidikan 

(BFPD) 

Realisasi Belanja Daerah 

Menurut Fungsi Kesehatan 

(BFKS) 

 

Realisasi Belanja Daerah 

Menurut Fungsi Ekonomi  

(BFEK) 

 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitain pengujian hipotesis (hypothesis testing)  yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh realisasi belanja 

daerah yang diukur dengan belanja menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan 

belanja menurut fungsi ekonomi serta menambah variabel control PDRB atas dasar 

harga konstan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Adapun sampel 

penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se-Indonesia dengan kriteria pengambilan 

sampel sebagai berikut: 

1. Kabupaten/Kota Se-Indonesia menyimpan data APBD dan dipublikasikan pada 

ebsite Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan secara 

berurut-urut pada tahun 2011-2013. 

2. Memiliki data IPM dan data Selama tahun 2011-2013  dipublikasikan pada 

website www.bps.go.id 

http://www.bps.go.id/
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3. Menyesuaikan dengan tingkat tinggi rendahnya IPM yang ada di Indonesia. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

berupa belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi tahun 

2011-2013 yang penulis didapat melalui website Dijen Perimbangan Keuangan yaitu 

http;//www/djpk.go.id. Sedangkan data IPM  dan PDRB atas harga konstan diperoleh 

dari website Badan Statistic yaitu http;// www.bps.go.id. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder  

mencatat dan mengelolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Studi pustaka yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian 

terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku artikel serta sumber tertulis 

lainnya yang terkait dengan topik penelitian. 

 

3.5 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel 

 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yangt menjelaskan atau memengaruhi variabel 

yang lain. Penelitianini akan menggunakan variabel belanja daerah sebagai variabel 

indevenden. Variabel belanja daerah akan diproksikan dengan belanja pendidikan, 

http://www.bps.go.id/
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kesehatan dan ekonomi. Variabel belanja daerah dalam penelitian pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi memiliki satuan angka paling besar yang akan menimbulkan 

heterskedastistasi sehingga harus diubah di bentuk lograritma natural (In). Variabel 

belanja daerah masing-masing dapat diukur dengan: 

 

3.5.1.1   Belanja Daerah  Fungsi Pendidikan (BFPD) 

 

Variabel belanja pendidikan dalam penelitian ini adalah belanja daerah pada APBD 

dalam urusan pendidikan, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2011) 

dan Sunarni (2017). 

 

3.5.1.2 Belanja Daerah  Fungsi Kesehatan (BFKS) 

 

Variabel belanja kesehatan dalam penelitian ini adalah dihitung dari belanja daerah 

pada APBD dalam urusan kesehatan, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu (2011) dan Sunarni (2017). 

 

3.5.1.3 Belanja Daerah  Fungsi Ekonomi (BFEK) 

 

Variabel Belanja Ekonomi dalam penelitian ini akan adalah dihitung dari belanja 

daerah pada APBD untuk urusan ekonomi, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu (2011) dan Sunarni (2017). 

 

3.5.2 Variabel Devenden 

 

Dalam penelitian ini IPM digunakan sebagai variabel dependen. IPM merupakan 

suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang 

dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. 
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Adapun tiga indikator adalah indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator 

ekonomi. Dalam mengatur IPM (BPS, 2015) merumuskan: 

 IPM =  
 

 
 (           X            X         ) 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Kabupaten/Kota di Indonesia 

berdasarkan  (BPS 2015), dengan tingkatan dan capaian IPM sebagai berikut. 

 

     Tabel 1.1  

    Tingkat dan Pengukuran  IPM 

 

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia 

 

Pengukuran  

Kelompok sangan tinggi IPM  ≥ 80 

 

Kelompok tinggi 70 ≤ IPM ≤ 80 

 

Kelompok sedang 60 ≤ IPM < 70 

 

Kelompok rendah IPM < 60 

 

       Sumber  : Sinta Amggrany (2016) 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Sesuai dengan tuuan penelitian ini, yaitu mengetahui tentang pengaruh belanja daerah 

terhadap IPM Se-Indonesia  tahun 2011-2013, maka metode analisis yang digunakan 

adalah model analisis regresi dan data panel dan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi dari masing-masing koefisian regresi variabel independen terhadap 
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variabel dependen makan kita lakukan uji statistic. Penelitian ini merupakan 

modiikasi dari peneliti sebelumnya oleh Susilo (2014). 

 

3.6.1  Uji Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif terdiri dari berbagai perhitungan nilai mean, medium, standar 

deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel. Analisis ini 

dimaksutkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi mengenai variabel-

variabel dalam penelitian yaitu belanja daerah yang dalam hal ini adalah dapat 

merubah belanja daerah menurt fungsi kesehatan, pendidikan dan kesehatan terhadap 

Kabupaten/Kota Se- Indonesia. (Apriya Adtya 2016) 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar tercapai suatu estimasi koefisien regresi berganda mencapai kriteria Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE) atau menjadi model estimasi yang paling baik harus 

memenuhi asumsi klasik. Uji klasik yang digunakan diantarannya uji 

heteroskedastistis,  multikolineritas, serta untuk memastikan bahwa data yang 

dihasilkan terdistributor normal. (Gujarati 2013) 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi 

normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah apakah nilai 

residual terdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa cara yang digunakan 

dalam pengujuian normalitas data ini pada penelitian ini akan digunkan uji Jarque 
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Bera dan membandingkannya dengan nilai chi square table. Hipotesis yang 

digunakan adalah    data terdistribusi normal dan    data tidak terdistribusi normal.  

   ditolak jika hasil JB lebih besar dari nilai Chi square table artinya data tidak 

terdistribusi normal. Namun bila nilai JB hitung lebih kecil dari nilai chi aquare table 

makan    diterima, artinya data terdistribusi normal. (Gujarati 2013) 

 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknnya hubungan antara variabel 

independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya masalah multikolineritas 

adalah dengan membuat matriks korelasi antara variabel independen jika nilai 

korelasi antara variabel berada pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas 

Sebaliknya jika ada dibawah 0,8 maka tidak multikolineritas. Untuk melakukan 

pengujian ini penulis menggunakan soare  maka dianalisis hungungan variabel 

independen apakah terjadi multikolineritas atau tidak. (Susilo 2014). 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam modal regresi terjadi 

ketidak samaan varian dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Jika variance dari residual satu pengamat ke  pengamat lain tetap maka disebut 

heterokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang heterokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Winarno 

(2015) 
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Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas 

adalah uji Glesjer. Menurut Winarni (2015) Uji glesjer menggunkan nilai absolut 

residual sebagai variabel dependen. Jika nilai probabilitas hasi uji glesjer dibawah   

maka dpat disimpulkan menggunkan heterokedastisitas. 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian untk melihat diantara ketiga model yang akan digunkan 

untuk mengetimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi klasik maka analisi 

dilanjutkan dengan hipotesis, antaranya: 

 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model regresi linier . Penelitin ini akan menggunakan data per kapital 

untuk belanja daerah, hal ini dilakukan untuk menetralkan perbedaan jumlah 

penduduk antara daerah di kabupaten/kota Se Indonesia. Selain itu, karena pengaruh 

daerah pada tahun t tidak langsung berpengaruh pada tahun t maka digunakan 

persamaan regresi berganda pada penelitian ini : 

 

IPM t+1 =    +    BFPDt +    BFKSt +    BFEKt + ƹ 

 

Keterangan: 

IPMt+1  = Indeks pembangunan manusia pada tahun t+1 

BFPDt  = Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan pada tahun t 

BFKSt  = Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan pada tahun t 



31 

BFEKt  = Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi pada tahun t 

    = Konstanta 

            = Koefisien variabel independen 

ƹ  = Error trem 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai beriku: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak apabila p value > 0,05 atau apabila nilai singnifikansi 

lebih dari alpha 0,05 yang berarti modal regresi dalam penelitian ini tidak layak 

(fit) untuk digunakan dalam penelitian. 

2. H0 ditolak dan Ha diterima apabila p value > 0,05 atau apabila nilai singnifikansi 

kurang dari  alpha 0,05 yang berarti modal regresi dalam penelitian ini layak (fit) 

untuk digunakan dalam penelitian. 

 

 3.7.2 Analisis Koefisiensi Determinasi (R2) 

 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penggaruh dari variabel 

independen yaitu realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi 

terhadap IPM. Semakin besar R2 maka menunjukan semakin kuat pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terkait. 

 

3.7.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji statistik F) 

 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 
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Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungkan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima H1. 

 

3.7.4 Uji Singnifikasi Parameter  Individual (Uji Statistik t) 
 

Uji bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila         lebih 

besar dari        maka hipotesis suatu variabel independen secra indivvidu 

memengaruhi variabel dependen dapat diterima artinya ada pengaruh signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika 

        lebih rendah dari         maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya tidak ada 

pengaruh yang singnifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisi dan pembahasan baik secara statistic mampu secara 

komprehensi berdasarkan fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkit, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan perpengaruh positif ( terdukung) 

terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintsh Kabupaten/Kota di Indonesia, terbukti melalui peran serta 

pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan agar 

dapat membangun manusia menjadi maju dan memiliki SDM yang berdaya saing tinggi. 

2. Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif (terdukung) terhadap 

IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Peningkatan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan 

serta tenaga medis yang memadai  peningkatan kesehatan masyarakat dalam kontribusi serta 

meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. 

3. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif (terdukung) terhadap 

IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti baha realisasi belanja ungsi 

ekonomi berkontribusi dalam peningakatn perekonomian dan peningakatn masyarakat atas 

pendapatan dan akan mempengaruhi kemakmuran. Sehingga dapat meningkatkan IPM 

Kabupaten/Kota di Indonesia. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasn yang memerlukan 

perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga variabel yang ada dalam belanja daerah 

menurut fungsi, sedangkan sesuai Permedagri NO. 13 Tahun 2006 jumlah belanja daerah 

menurut fungsi seluruhnya ada 9 (Sembilan). Oleh karena itu diharapakan untuk penelitian 

selanjutnya bias menggunakan lebih ddari 3 belanja menurut fungsi agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan aspek jangka pendek sehingga data yang 

diambil adalah data tahun yang sama dengan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi serta IPM. 

3. Sampel akhir 212 Kabupaten/Kota di Indonesia, karena pada saat penelitian mengeloah 

data, data terbaru realisasi belanja menurut fungsi yang berasal dari ebsite Direktirat Jendral 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah realisasi belanja tahun anggaran 

2012. 

4. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi 

pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja daerah 

menurut fungsi ekonomi seacara global dan tidak menganalisis pengaruh masing-masing 

Kabupaten/Kota terhadap IPM, sehingga penelitain selanjutnya diharapkan bisa meneliti 

secara individual seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan budaya  

pada Kabupaten/Kota di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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5.3   Implikasi dan Saran Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi dan asaran baik dalam praktik mampu bagi penelitian 

yang akan datang yaitu: 

1. Bagi Peneliti Selajutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi variabel independen lain yang 

memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang tidak dapat dijelaskan 

dalam penelitian ini, contohnya: PENDI, KESEH, EKON dan yang lainnya. Penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya harapkan untuk 

menggambil aspek jangka panjang sehingga dapat di ambil tahun setelah realisasi untuk 

memperkuat aspek yang dirasakan sebenarnya setelah realisasi. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah diharapakan lebih oplimal dalam mengupayakn peningkatan realisasi 

belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar bias benar-benar terserap oleh 

masyarakat guna meningkatakan IPM daerah tersebut. 

3. Bagi Pemerintah Pusat  

Pemerintah diharapakn mampu untuk melakukan efesiensi anggaran khususnya bagi 

anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hidup orang banyak dan bukan untuk 

memajukan pembanguan kontribusi lainnya yang tidak perlu. Kemudian mengoptimalkan 

anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta melakukan control 

atau pengendalian dalam penyaluran anggaran publik tersebut agar benar-benar samapi ke 

sasaran program dan sasaran pembangunan. 
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